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ABSTRAK 

Sabda Ghaly Al Banna, 201610115149, Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih 

Sertifikat Tanah Berdasarkan Perkaban Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan Dengan Mediasi. 

Mediasi dibidang pertanahan ini masih belum berjalan cukup efektif, dimana dari hasil temuan 

peneliti, berdasarkan hasil laporan dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik 

Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, yaitu Badan 

Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Bekasi, sepanjang Tahun 2016 sampai dengan 

Tahun 2020, diketahui dari 3.015 perkara pertanahan yang dimediasi oleh Kantor Pertanahan 

diseluruh Indonesia, hanya 119 perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi.Pada 

Kantor Pertanahan Kota Bekasi, sejatinya belum cukup maksimal, dan masih perlu ditingkatkan 

kembali efektifitasnya. Dari hasil laporan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada 

Kantor Pertanahan Kota Bekasi diketahui bahwa penyebab mediasi berjalan kurang maksiimal, 

karena penyelesaiaan dengan cara mediasi dianggap kurang efektif karena tidak menggunakan 

model mediasi yang bisa diterima oleh para pihak. Padahal secara faktual seharusnya kasus 

tersebut dapat dilakukan melalui mediasi secara efektif daripada dibawa ke 

Pengadilan.Diketahui bahwa kendala internal yang dialami oleh seksi bagian pengendalian dan 

penanganan sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah karena 

terbatasnya jumlah personil pada seksi bagian pengendalian dan penanganan sengketa 

pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang hanya berjumlah 6 orang, disertai adanya 

keterbatasan anggaran.Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2017-2020 hanya mampu 

menyelesaikan sengketa dengan mediasi dengan jumlah perkara yang terbatas karena adanya 

kendala ekternal maupun internal yang dialami oleh seksi bagian pengendalian dan penanganan 

sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Pada seksi bagian pengendalian dan 

penanganan sengketa pertanahan, sejatinya sudah berusaha menjalankan upaya mediasi 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Pasal 27 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian 

Kasus Pertanahan, dan Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007, meskipun diketahui 

bahwa hasilnya masih belum cukup maksimal, baik karena ada kendala internal maupun 

kendala eksternal yang dialami, sehingga belum memenuhi kepastian hukum. 

 
Kata Kunci:  konflik pertanahan, mediasi, penanganan sengketa pertanahan, instansi 
pemerintah, alternatif penyelesaian 
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ABSTRACT 

Sabda Ghaly Al Banna, 201610115149, Settlement of Overlapping Land 

Certificate Dispute Based on regulation of the head of the national land agency 

Number 11 of 2016 Concerning Settlement of Land Cases by Mediation. 

Mediation in the land sector is still not running effectively enough, based on the findings of 

researchers, based on reports from the Directorate General of Land Dispute and Conflict 

Handling at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Republic of Indonesia, 

namely the National Land Agency / Bekasi City Land Office, from 2016 to In 2020, it is known 

that out of 3,015 land cases mediated by Land Offices throughout Indonesia, only 119 cases 

were successfully resolved through mediation. At the Bekasi City Land Office, it is not optimal 

enough, and its effectiveness still needs to be increased. From the results of the report on the 

Performance Report of Government Agencies at the Bekasi City Land Office, it is known that 

the causes of mediation are not running optimally because settlement by mediation is 

considered less effective. After all, it does not use a mediation model that is acceptable to the 

parties. Even though factually the case should have been carried out through mediation 

effectively rather than being taken to court. It is known that the internal constraints experienced 

by the section on land dispute control and handling at the Bekasi City Land Office were due to 

the limited number of personnel in the land dispute handling and control section at The Bekasi 

City Land Office, which only has 6 people, is accompanied by budget constraints. Bekasi City 

Land Affairs in 2017-2020 was only able to resolve disputes through mediation with a limited 

number of cases due to external and internal constraints experienced by the land dispute control 

and handling section. at the Bekasi City Land Office. In the section on controlling and handling 

land disputes, it has tried to carry out mediation efforts based on Law Number 30 of 1999 

concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Article 27 PP Number 24 of 1997 

concerning Land Registration, Regulation of the Head of the National Land Agency Number 

11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, and Decision of the Head of BPN Number 

34 of 2007, although it is known that the results are still not optimal enough, both because there 

are internal constraints and external constraints experienced so that legal certainty has not been 

fulfilled. 

Keywords: land conflict, mediation, handling of land disputes, government agencies, 

alternative settlements. 
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